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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang di
ucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau defenisi
yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya
perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau defenisi.

“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental,
pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan
dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah
ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut”
(Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008:54).

Menurut Salusu (1998:104) :“Partisipasi secara garis besar dapat dikatagorikan
sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti
bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan.
Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam
berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-
motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikut sertaan,
turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam
suatu kegiatan. Secara Etimilogi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu
participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah
kata kerja, ikut mengambil bagian,“participation” adalah hal mengambil bagian.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem

pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat,
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sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut

dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom)
mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi
situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua,
suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan
memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam
garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-
persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi
masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Literatur klasik selalu menunjukan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat
dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna
substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control
(Juliantara, 2002:90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :

1. Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan
aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya
maupun kebijakan pemerintah.

2. Access, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif
mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan
publik.

3. Control, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk
mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu
pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan
masyarakatnya.

Participation adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan Merupakan aktivitas
dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan
dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan

taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannybagai subyek pembangunan
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dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan.
Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong Oleh
motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang Kita
lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan
adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagaan bahwa penggerakan
adalah merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan
sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan
organisasi dengan efisien seta ekonomis.

Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan pertisipasi tersebut juga
terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat
kita lihat pada penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak sekali
ditentukan oleh :

1. Kebutuhannya,
2. Interst masyarakat,
3. Adat istiadat dan sifat komunial yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain

Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam
pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi
antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah
adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan
masyarakat. Tanpa ada hal tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan
pemerintah sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah “proses
ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil
peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan

kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehiduapan mereka”.
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Turindra (200949) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat
mempunyai sifat sangat penting, yaitu:

Pertama partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi
mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakata, tanpa kehadirannya program
pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat
akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan
dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk
beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut.
Alasan ketiga yang mendorong adanya partisiapsi umum di banyak negara karena
timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan
dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-
cetered development vyaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib
manusia.

Pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan sering mengalami hambatan-hambatan. Apabila hambatan yang di
hadapi tersebut tidak dapat diatasi maka pemerintah terkadang mengadakan penekanan-
penekanan dengan memberlakukan aturan-aturan yang ketat. Tetapi perlu disadari bahwa
pengikut sertaan masyarakat dalam pembangunan dengan tekanan pada umumnya kurang
tepat diberlakukan di Negara-negara demokrasi seperti Negara kita ini. Cara yang paling
tepat adalah dengan persuasi atau dengan stimulation dan cara ini nampaknya baik demi
kepentingan umum maka apabila persuasi dan stimulasi tidak berhasil barulah di jalankan
paksaan atau tekanan.

Apabila kita membicarakan masalah partisipasi dalam pembangunan Desa /
Kelurahan maka sebagian besar yang dimaksud adalah sikap tanggap masyarakat lokal
Terhadap anjuran-anjuran dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah dalam rangka
pembangunan itu sendiri. Sebagian tuntutan pembangunan yang sedang giat-giatnya

digalakkan sekarang ini. Perubahan yang paling penting dan sangat menentukan adalah

perubahan dalam sikap dan tindakan masyarakat.
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B. Pengertian Masyarakat

“Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang
secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki
kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok
tersebut” (Horton dan Hunt, 2006:59 dalam Devirahman , 2009:114).

Sejalan  dengan  pendapat tersebut  Koentjaraningrat  (1981:  146-147)
mendefinisikan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang beriteraksi menurut suatu
system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa
identitas”.

Sedangkan menurut Mayo (1998: 162) masyarakat dapat diartikan dalam dua
konsep yaitu:

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang
sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau
sebuah kampung di wilayah pedesaan.

2. Masyarakat sebagai “ kepentingan bersama” yakni kesamaan kepentingan berdasarkan
kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh kepentingan bersama pada masyarakat
etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu
seperti pada halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus
(anak cacat fisik ) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Adapun Abdulsyani (2007:14) dalam Devirahman (2009) menyebutkan beberapa
definisi mengenai masyarakat (Society) dari beberapa tokoh sebagai berikut:

1. Mac lver dan Page, mengatakan bahwa, “masyarakat adalah suatu system kebiasaan dan
tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan
penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.
Keseluruahan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat
merupakan jalinan hubungan social. Dan masyarakat selalu berubah”.

2. Ralph Linton mengatakan bahwa, “masyarakat merupakan kelompok manusia yang
telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan
menganggap diri mereka sebagai sesuatu kekuatan social dengan batas-batas yang
dirumuskan dengan jelas™.

3. Selo Soemardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup
bersama, yang menghasilkakn kebudayaan.

4. Dalam buku Sosiologi kelompok dan Masalah Sosial (Abdulsyani, 1987) dijelaskan
bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-
realitas baru yang berkembang menurut hokum-hukumnya sendiri dan berkembang
menurut pola perkembangan tersendiri.
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5. Hassan Shadily mendefinisikan masyarakat sebagai suatu golongan besar kecil dari
beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan mempunyai
pengaruh kebatinan satu sama lain.

6. J.I. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang
terbesar dan mempunyai kebisasan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.

7. M.J. Herskovits mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang
diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.

Masyarakat yang ideal adalah yang meski mereka memiliki sub jati diri yang
berbeda-beda tetapi mereka menyatu dalam satu identitas masyarakat, mematuhi
peraturan yang disepakati bersama dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
Sosok tokoh masyarakat berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat. Dengan
kata lain dapat di katakan bahwa maju mundurnya suatu masyarakat salah satunya di
pengaruhi oleh keterlibatan atau partisipasi tokoh masyarakat pada setiap aktivitas
kegiatan pembangunan.

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya
diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah
karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak
terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang
sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal
yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain:

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah
satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi
berasal dari bahasa inggris “ participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan.
Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan
serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari
partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-

wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan

pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang
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akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan
mengevaluasi hasil pelaksanaannya

Untuk lebih memahami tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti
tercantum pada judul penelitian ini, maka perlu kiranya dikemukakan beberapa pengertian
mengenai masyarakat.

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan Society (Latin) “Society”
yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu
tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan
pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa masyarakat adalah merupakan
kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat
mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan.
Berdasarkan penjelasan ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai
masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja
sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu.

Defenisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh
adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu
membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri
begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi
sosial.

Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahuimelalui adanya kontak
sosial (Social Contact) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak
sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan
kebersamaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup bersama atau bermasyarakat

antara lain :
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1. Hasrat sosial, adalah hasrat untuk menghubungkan diri dengan orang lain atau kelompok
lain.

2. Hasrat meniru, yaitu hasrat untuk menyatakan secara diam-diam atau terang-terangan
dari salah satu tindakan atau gejala.

3. Hasrat berjuang,yaitu mengalahkan lawan atau orang lain.

4. Hasrat bergaul, yaitu hasrat untuk bergabung dengan orang lain atau kelompok lain.

5. Hasrat untuk memberitahukan.

6. Hasrat untuk mendapatkan kebebasan.

7. Hasrat Seksual, yaitu hasrat untuk mengembangkan keturunan.

8. Hasrat untuk bersatu dan adanya kesamaan keyakinan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kita manusia yang hidup dalam suatu bentuk
masyarakat ternyata mempunyai beberapa hasrat yang ingin dicapai. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.
Hal ini terlihat bagaimana dalam masyarakat selalu ingin mengejar kepentingan dan

kebutuhan bersama dengan masyarakat.

C. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi
nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto
1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang
menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi,
sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,
pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro,2000).
Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangun an berarti proses menuju perubahan-

perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.
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Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan
kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan
ini S.P. Siagian (1994) memberikan defenisi sebagai berikut : Pembangunan adalah suatu
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti
pokok-pokok pengertian sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus
menerus dilaksanakan.

2. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.

3. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang di artikan sebagai cara hidup yang
baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam
lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari
pihak lain.

4. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan.

5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.

6. Bahwa kelima hal tersebut di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (Nation
Building) yang terus menerus harus silaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa
dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi
tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan
merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian
tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan
dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa ( Nation building)”.
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Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana
tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya
yang dilakukan secara terencana”. Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan
yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep
pembangunan menjadi multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus
dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem
organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Todaro melihat pembangunan sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur
masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan
penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan
pembangunan adalah: (1) Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia
berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) self esteem,
kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) freedom for survitude, yaitu kemampuan untuk
memilih secara bebas.

Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esman
(Jtokrowinoto 1999:91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan
dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan
yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Pembangunan
masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas,
diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan
bersama.

Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi
masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus
berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus

dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk
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melaksanakan proyek bukan at as prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama
anggota masyarakat desa

Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada kutipan tersebut
memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang di milik. Semua itu di
maksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi
kesejahteraan Rohani maupun Jasmani.

Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk
menjadi baik bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana
untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi
program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai
tujuan pembangunan nasional.

Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, pembangunan juga dapat dilihat
sebagai salah satu jalan untuk mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh
masyarakat dimana pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan potensi kreatif
yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan
mempertimbangkan sistem nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan
yang ada dalam masyarakat.

Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan untuk membangkitkan
kembali harus melalui pembangunan. Potensi yang telah muncul melalui pembangunan
tersebut sekaligus merupakan salah satu factor yang dapat memperlancar jalannya roda
pembangunan. Potensi-potensi yang dimaksudkan berupa budaya, ekonomi, nilai dan

sebagainya.
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D. Pengertian Pembangunan Fisik

Secara tehnis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan.
baik kota maupun kabupaten, secara tipikal harus menangani enam sektor perkotaan yang
saling berhubungan, yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas sosial
dan pembangunan ekonomi. (Nurmandi,1999:98).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan
sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang didefinisikan sebagai fasilitas-
fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan
yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat
(Kodoatie,2003:9).

Apabila fasilitas infrastruktur sudah dibangun lebih dahulu sebelum benar-benar
dibutuhkan, dan perluasan serta penyambungan pelayanan umum suda h terjamin sesuai
dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka pola perkembangan masyarakat dapat
dikendalikan secara efektif (Stein dalam Catanese,1992:318).

Infrastruktur atau prasarana dan sarana diartikan sebagai fasilitas fisik suatu kota atau
negara yang disebut pekerjaan umum (Grigg dalam Suripin,2004:1). Menurut UU No.4 th
1992 tentang Perumahan dan Permukiman, prasarana diartikan sebagai kelengkapan dasar
fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehinggga memungkinkan
ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan komponen-komponennya adalah
jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana adalah
fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan
sosial, ekonomi dan budaya.

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan
pelayanan publik yang penting. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan
transportasi, pengairan, drainase, bangunan-ban gunan gedung dan fasilitas publik yang lain

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan
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ekonomi (Kodoatie,2003:9).  Sektor infrastruktur mencakup air bersih , jalan/jembatan,
fasilitas komunikasi serta fasilitas sanitasi dan sampah.(Nurmandi,1999:98).

Oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, prasarana dan sarana
didefinisikan sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan
manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat
bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca,
sehingga dapat hidup dengan sehat dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam
mempertahankan kehidupannya. (Suripin,2004:2).

Pengelolaan sistem infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
satunya political sustainability; link birokrasi (pemerintah) dan masyarakat. Para pemimpin
formal dan informal untuk suatu sector tertentu dalam masyarakat local harus mampu
menjalin komunikasi dengan struktur-struktur politik dan birokrasi (Kodoatie,2003:173).
Kualitas infrastruktur suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian negara
tersebut. Semakin maju suatu negara, semakin besar pula kemampuan pemerintah
membangun infrastruktur dengan dana sendiri (Kompas dalam Kodoatie,2003:14)

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang
dilakukan di Kecamatan Medan Tembung,. Setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses
pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang
dilaksanakan agar dapat berubah kea rah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki.

Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan
nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi di
Kecamatan Medan Tembung.

Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembagunan fisik
harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek, demikian pula dengan

informasi yang jelas tentang hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan fisik.

UNIVERSITASMEDAN AREA



Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang
terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang
diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam

pelaksanaan kegatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

E. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada
khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya
pengertian, kesadaran dan pertisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi yang dimaksud adalah mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran, minat
dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan
pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat dimana masyarakat ikut
berpartisipasi mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut
bertanggung jawab.

Dalam pembangunan. hal tersebut adalah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan
atau menyususn dan melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat
maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang diteraokan oleh
pemerintah desa beserta aparatnya didalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Kepemimpinan perlu dikemukakan disini karena antara partisipasi masyarakat dan
kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya. Bila
terpisahnya maka dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan kekuatan.
Misalnya partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah desa tidak dapat
menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi setempat, maka potensi tidak akan
pernah di wujudkan seperti yang diharapkan.

Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah

sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab warga masyarakat dalam
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pembangunan pedesaan / kelurahan yang pada partisipasinya dilakukan oleh masyarakat itu
sendiri.

Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan yang
dilaksanakan selama ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup di masa yang akan
datang terutama bagi generasi penerus. Tanggapan, pengertian dan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan akan mempercepat terelisasi suatu tujuan. Hal itu
dimungkinkan karena potensi besar dalam pembangunan tergantung banyak pada potensi
sumber daya manusia dan memiliki kemampuan yang besar pula.

Prinsip perencanaan selalu berusaha menyertakan anggota-anggota dalam berbagai
kelompok, sesuai dengan kebutuhan masyar akat setempat (Purba, 2005:77). Selama ini
berlandaskan pada paradigma lama yang bersifat top-down, kegiatan perencanaan
pembangunan prasarana ditentukan oleh pihak luar dengan asumsi bahwa warga dianggap
tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk merencanakan pembangunan. Persoalan
kemudian, apakah memang demikian adanya, bahwa apabila perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dilakukan oleh pihak luar, warga akan mampu dan memperoleh manfaat yang
sebaik-baiknya dalam pengelolaan prasarana sehingga mereka akan mampu pula untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Jawabannya tidak demikian; berbagai studi menunjukkan
bahwa berbagai konflik sosial yang menjurus pada disentegrasi sosial makin membesar dan
merusak demikian hebat, justru ketika berbagai pengelolaan prasarana lingkungan “diambil
alih” oleh negara, dan tradisi pengelolaan prasarana lingkungan yang arif yang dimiliki
komunitas dihapuskan.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan berpegang pada
penyampaian kebenaran (truth), ketepatan (appropriateness), kejujuran/ketulusan
(sincerity), transparency, equality, dan kepercayaan (Purba, 2005:86). Ada beberapa prinsip
dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pembangunan prasarana diantaranya

adalah:
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1. Prinsip partisipatif. Harus dipahami bahw a pelaksanaan kegiatan ini bukanlah milik
segolongan orang atau kepentingan pihak tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan
bersama dan merupakan hasil keputusan bersama, yang hasilnya akan dirasakan
manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan;

2. Prinsip warga sebagai pelaksana, orang luar sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan
kegiatan orang luar harus menyadari bahwa mereka hanya berperan sebagai fasilitator
dan bukannya guru, penyuluh atau instruktur serta pelaksana kegiatan tersebut.

Pengawasan adalah kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu,
bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi (Purba,2005:91). Dengan kata lain ia lebih
berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya,
kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan
proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan
kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk
pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan
(Purba,2005:91).

Sedangkan menurut Sujamto (1989:78), pengawasan adalah ukur an atau patokan
untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai yang
semestinya atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah segi daya guna dan
hasil guna penyelenggaraan pekerjaan. Dilain pihak, pengawasan juga dimaksudkan untuk
menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal yang bersangkutan guna menghadapi
tantangan pembangunan secara menguntungkan.

Tujuan umum pengawasan adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan
mengevaluasi proses pelaksanaan (Purba,2005:95). Seda ngkan tujuan khusus adalah untuk:
1. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan secara

menyeluruh;
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2. Mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang
diharapkan;

3. Mengkaji kesesuaian tindakan aktor yang terlibat sesuai fungsinya di semua tingkatan;

4. Mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, baik
positif maupun negatif;

5. Memperoleh rekomendasi kebijaksanaan;

6. Membangun sistem monitoring yang dapat diandalkan untuk program pembangunan

selanjutnya.
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